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BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI
2.1.      Kerangka Pemikiran 

Perubahan paradigma pemerintahan yang  mengalami pergeseran dari “rule government’ menjadi “good governance” menuntut adanya pelibatan seluruh elemen birokrasi, dunia usaha dan masyarakat dalam proses dan pelaksanaan  pembangunan serta pelayanan publik. Prinsip otonomi  sebagai konsekwensi pelaksanaan asas desentralisasi memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat dan pengambilan keputusan terbaik dalam batas kewenangan yang dimilikinya harus mampu menghasilkan produk kebijakan publik yang bertumpu pada nilai- nilai demokrasi, pemberdayaan dan pelayanan publik.
Sejalan dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang baik , manajemen keuangan daerah mengalami kemajuan yang cukup pesat ditandai dengan  desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi. Didukung  kewenangan yang dimilikinya,  pemerintah daerah berhak untuk memungut berbagai jenis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 

Kondisi eksisting manajemen keuangan, khususnya penerimaan daerah pada sektor penyelenggaraan reklame di Kabupaten Bandung belum optimal sehingga kontribusinya kurang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pada sisi lainnya, terdapat kelemahan penyelenggaraan reklame seperti tarif dan dasar pengenaan pajak yang cukup kompleks mengingat hitungan tarifnya didasarkan pada beberapa kriteria yaitu jenis, ukuran, lokasi dan lama tampilnya. Mencermati fenomena  penyelenggaraan reklame tersebut, model implementasi kebijakan Grindle ditetapkan sebagai pendekatan, karena Grindle  (1980:8) memandang bahwa implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi dan mengembangkan dimensi implementasi kebijakan berdasarkan content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (kondisi implementasi) yang masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai pendekatan terhadap masalah-masalah birokrasi. Implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi digambarkan dalam bentuk skema seperti terlihat pada gambar 2.1.4. 

Berdasarkan ilustrasi pada model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi Grindel (1980:9) menjelaskan bahwa content of policy terdiri dari dimensi-dimensi :
(1)   Interest affected (Kepentingan kebijakan);

(2)   Type of benefit ( Jenis manfaat yang dihasilkan);

(3)   Extent of change envisioned (perubahan yang diharapkan); 

(4)   Site of decision making (area pengambilan keputusan); 

(5)   Program implementorts (Pelaksana program); dan 

(6)   Resources commited (Sumberdaya yang dikerahkan). 
Keterkaitan antara dimensi implementasi kebijakan Grindle yang menunjukkan proses politik dan administrasi  tersebut digambarkan berikut ini :
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Gambar 2.1
Implementation as a Political and Administrative Process  

Sumber: Grindle,  (1980:11)
 
Sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari berbagai kepentingan ( Interest affected ), baik kepentingan  institusi maupun pelaksana kebijakan dan sasaran dari isi kebijakan. Untuk itu, kepentingan berbagai fihak yang terangkum dalam isi kebijakan sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan dampak yang ditimbulkannya. Sebuah kebijakan akan berhasil dilaksanakan jika tujuan dari kebijakan tersebut memiliki dampak bagi individu maupun kelompok kepentingan dimana kebijakan tersebut berlaku. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dapat menyepakati tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program-programnya.

Selanjutnya  menurut Grindel (1980:10) jenis manfaat yang dihasilkan (Type of Benefit)  oleh kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebijakan atau program yang dirancang untuk mencapai manfaat dalam jangka panjang mungkin lebih sulit untuk diterapkan daripada kebijakan yang akan memberikan manfaat dengan segera. Pada konteks ini rumusan  tujuan kebijakan yang memiliki kegunaan segera atau  memberikan dampak langsung bagi kepentingan masyarakat sebagai sasaran kebijakan  akan lebih mendapatkan dukungan untuk terlaksana dengan baik.
Perubahan yang diharapkan (Extent of change envisioned) merupakan dimensi selanjutnya dari isi kebijakan. Tingkat perubahan yang diharapkan dari kebijakan akan mempengaruhi terhadap perbedaan dalam tingkat perilaku. Program tertentu memerlukan adaptasi yang lama untuk diterima dan menimbulkan perubahan sebagaimana ditetapkan dalam isi kebijakan. Sementara itu ada pula program yang tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan memperoleh dukungan yang cukup serta partisipasi dari pihak penerima kebijakan. 
Area atau luas lingkup pengambilan keputusan ( Site of decision making ) menyangkut seberapa jauh kebijakan didesentralisasikan untuk pelaksanaannya atau, di sisi lain, seberapa besar  kendali  dari pusat politik atau birokrasi negara terhadap kebijakan. Semakin besar kebijakan melibatkan kontrol pusat atau semakin banyak unsur birokrasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan akan semakin menyulitkan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian isi kebijakan harus dapat menggambarkan adanya desentralisasi kewenangan atau tanggungjawab pelaksanaan untuk menjamin tercapainya  tujuan kebijakan.
Kapasitas unsur pelaksana dalam hal ini kapasitas institusi  pelaksana program (Program implementors) mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Aktivitas para pelaksana, keahlian yang dimilikinya, dedikasi pada tugas, dukungan elit politik dan akses ke sumber daya  yang memadai akan  meningkatkan kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengatasi berbagai tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya. Kemampuan para pelaksana dalam merumuskan tujuan akan menentukan dampak yang dihasilkan  dari pelaksanaan kebijakan. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dalam menyepakati tujuan didasari oleh kemampuan yang memadai.
Dukungan sumberdaya yang dikerahkan (Resources commited) mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan berkaitan dengan seberapa besar badan/lembaga yang memiliki wewenang memiliki akses yang cukup untuk mengalokasikan sumberdaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan baik yang bersifat manajerial maupun  menyediakan sumber-sumber keuangan.  Lebih lanjut tentang sumberdaya (resources), Grindle (1980:57) menyatakan dalam konteks implementasi kebijakan di negara-negara dunia ketiga, dari bukti-bukti empiris yang terdokumentasi dalam literatur menunjukkan bahwa apa yang sering disebut sebagai implementation failures program-program pembangunan, pada kenyataanya seringkali disebabkan karena faktor kelangkaan sumber daya. Dari berbagai dimensi konten/isi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Grindel (1980:28), nampak bahwa pelaksana program dan sumber daya yang dapat disediakan  antara lain merupakan dimensi yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. 
Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa sumber daya (resources) merupakan faktor yang sangat penting dan dapat berpengaruh langsung dalam implementasi kebijakan. Suatu kebijakan, betapapun telah dirumuskan secara baik ,jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang tepat akan sulit untuk diimplementasikan.
Mengenai context of implemetation, Grindel (1980:10) mengemukakan bahwa konten atau isi dari kebijakan publik merupakan faktor yang penting dalam menentukan hasil kebijakan, namun demikian isi kebijakan atau program seringkali menjadi faktor yang kritis mengingat dampak yang ditimbulkan berada pada ranah sosial, politik dan ekonomi. Apa yang diimplementasikan mungkin merupakan hasil  kalkulasi kepentingan politik dan persaingan kelompok untuk sumber daya yang langka, respon dari pejabat pelaksana, dan tindakan elit politik yang berinteraksi dalam konteks kelembagaan. Untuk itu sudah selayaknya dalam menilai implementasi kebijakan mempertimbangkan kondisi atau keadaan lingkungan administratif dimana kebijakan berlangsung, seperti dikemukakan Grindel bahwa:”Therefore, it is necessary to consider the context on environment in which adminstrative is pursued”.
 Analisis pelaksanaan program dipahami untuk menilai kondisi  para aktor, kepentingan, strategi serta karakteristik rezim yang saling berinteraksi.Pada konteks ini pertimbangan tentang indikator- indikator kewenangan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi serta karakteristik lembaga dan penguasa  menjadi ukuran keberhasilan terlaksananya  isi kebijakan, seperti dikemukakan Grindel (1980 : 12) berikut ini:
“Analysis of implementation of specific programs therefore may imply assessing the power capabilities of the actors, their interest and the strategies for achieving them and the characteristics of regime in which they interact. This in turn may facilitate assessing the potential for achieving policy and program goals”

Dimensi selanjutnya dari faktor pelaksanaan dalam sebuah lingkungan tertentu adalah kepatuhan (compliance) serta daya tanggap (responsiveness). Idealnya, institusi publik seperti birokrasi tanggap pada kebutuhan masyarakat/fihak yang akan dilayani secara memadai, sebagaimana dikemukakan   Grindel (1980:12) bahwa: 
“In acchieving such goal official face two subordinate problems that highligt the interaction of program environment and program administration. First, officials must address the problem of how to achieve compliance with the ends enuciated in the policy. ...Eliciting this kind of compliance may mean much bargaining, much accomodation and again, considerable conflct”

Mengenai responsivitas atau daya tanggap dalam implementasi  kebijakan dikemukakan Grindel (1980:13) dengan penjelasannya bahwa:
“The problem for policy administrators is to ensure an adequate amount of responsiveness to provide flexibility, support and feedback, while at the sometime maintaining enough control over distribution of resources to achieve the stated goals. To be effective then implementors must be skilled in the arts of politics and must understand well the environment in which they seek to realized public politics and programs”. 
Masalah yang berkaitan dengan implementasi adalah menjaga  keseimbangan dalam memastikan ketanggapan para pelaksana untuk membuktikan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik, sementara pada saat yang sama menjaga kontrol yang cukup atas distribusi sumber daya dalam mencapai tujuan. Untuk mencapainya tujuan tersebut, dibutuhkan kecerdasan politik yang cukup besar untuk memperhitungkan kemungkinan respon, kapasitas dan keterampilan aktor yang terlibat dalam mencapai sasaran program yang bersentuhan dengan lingkungan kebijakan. 
Berdasarkan konsep-konsep diatas dapat dijelaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang melingkupinya, baik faktor internal  struktur birokrasi badan administratif yang bertanggungjawab terhadap program-program kebijakan maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ekonomi maupun politik. Melalui model implementasi kebijakan  Grindel, proses implementasi kebijakan tersebut dapat dijelaskan dan dianalisis dengan mencari keterkaitan antar dimensi yang membentuknya, sehingga memberikan penjelasan tentang efektif tidaknya kebijakan tersebut. 
         

 Jones dan Plenbury (2000:12) menyatakan bahwa:” effectiveness is a success or failure of an organization in achieving its goals",ini berarti bahwa  efektivitas  merupakan suatu keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Sementara  menurut Steers (1985:5) : "Effectiveness should be judged on the goals that can be implemented and not the concept of maximum goals",artinya bahwa  efektivitas harus dinilai dari tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum”.  Dengan demikian  efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Kedua pandangan di atas  menggambarkan suatu konsep efektivitas kerja organisasi dengan segala keterbatasannya dalam mencapai tujuan atau sasaran baik keberhasilannya maupun kegagalannya. 
Pengukuran terhadap penyelenggaraan  reklame merupakan suatu metoda untuk menguji sejauh mana Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung memenuhi tujuan pemerintah daerah dalam memperoleh sumber pendapatan yang optimal dari sektor ini. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki dalam mengelola potensi fiskal daerah yakni dengan menghimpun sumber sumber pendapatan yang sah.
 Menurut Plenbury (2000 :17-18), terdapat beberapa prinsip dasar dalam sistem manajemen penerimaan daerah yakni: ”(1)  Expansion of the revenue base; (Perluasan basis penerimaan) ;(2) Controling for leakage income ( Pengendalian atas kebocoran pendapatan) ; (3) Administration of  income and increase efficiency (Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan ); (4) Transparency and accountability (Transparansi dan akuntabilitas)”.
 
         

Berkaitan dengan optimalisasi penerimaan daerah setor pajak rellame penerapan  manajemen strategis yang  merupakan suatu arus tindakan dan keputusan ke arah perencanaan  strategi efektif  sangat membantu dalam mencapai sasaran program, karena proses manajemen strategi  adalah cara yang strategis dalam menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan strategis” , seperti ditegaskan   Jauch dan Glueck (1998:6) bahwa  : “ strategic management is a stream of decisions and action which leads to developmen of an effective strategies to help achieve objectives. The strategy management process is the way in which strategic determine objectives and makes strategic decisions”. 

               David (2004:6-7 ) menegaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap sebagai berikut:
    “ Formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.
Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan,  menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi,     dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Implementasi strategi mensyaratkan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dijalankan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya dan mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Evaluasi strategi adalah tahapan final dalam manajemen strategis. Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan.
                 Akselerasi  dalam optimalisasi penerimaan pajak reklame  akan sangat tergantung kepada strategi implementasi yang dipilih  dan  dianggap tepat sesuai dengan kondisi internal dan eksternal.  Jauch  dan Glueck (1998:7)  menyatakan bahwa : “a strategy is unified, comprehensive, and integrated plan that the relates the strategic advantages of the firm to the challenges of the environment and that is designed to ensure that the basic objective of the enterprise are achieved through proper execution by the organization”. Pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa  strategi merupakan rencana terpadu dan konprehensif yang berhubungan  dengan keunggulan strategis  organisasi dengan tantangan yang datang dari lingkungan dan dirancang untuk memastikan  pencapaian tujuan.
       
Berdasarkan kajian teoritik  tersebut, dikemukakan model kerangka pikir penelitian  seperti  pada gambar berikut :
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Gambar 2.2 

Model  Kerangka  Berpikir
2.2.     Proposisi   
Berdasarkan kerangka pemikiran  tersebut, peneliti merumuskan  proposisi  sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor penyebab belum  optimalnya  implementasi kebijakan diidentifikasi melalui dimensi implementasi kebijakan content of policy dan context of implementation.
2. Upaya  Pelaksana kebijakan  dengan  memperhatikan  faktor internal dan eksternal  manajemen penerimaan daerah mengembangkan perencanaan strategis yang konprehensif. 
3. Penerapan pendekatan  content of policy dan context of implementation   mengembangkan  dimensi implementasi kebijakan yang holistik dalam optimalisasi penerimaan daerah.  
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